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2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5670); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

dan Penyelenggaraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

2010 tentang 
Pendidikan 

Tahun 

Pendidikan 
Pengelolaan 

dan Pengelolaan 
(Lembaran Negara 

2010 Nomor 112, 

17 Tahun 

Penyelenggaraan 
Republikk 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 

Indonesia 

Nomor 24 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), 
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/ MA); 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Perubahan 

Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

464); 

atas Peraturan Menteri Pendidikan 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agamna 

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
(Berita Negara Republik Pendidikan Madrasah 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 

AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWVA 
TENGAH NOMOR 1635 TAHUN 2019 TENTANG PENGGANTI 

PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IZIN IBTIDAIYAH 

DARUSSALAM... 
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DARUSSALAM KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA 
TENGAH. 

KESATU :Menetapkan perubahan pengganti lzin Pendirian/ Operasional 
Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Kabupaten Wonogiri semula 
beralamat di J. Buludukun No.1 Pocung Desa Gedong 
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri menjadi beralamat 
di JI. Buludukun No.1 Pocung Desa Mlokomanis Kulon 
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

Wonogiri sebagaimana 

:Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nomor 
1635 Tahun 2019 tentang Pengganti lzin Pendirian/ 
Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Kabupaten 

Wonogiri. 

KEDUA 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 23 Agustus 2019 

KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TENGAH, 

ANA EMENT 

FARHANI TOR WL OV G 
AWA T BLIK NDONE 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 479 
TENTANG 

TAHUN 2019 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JJAWA TENGAH NOMOR 1635 

TAHUN 2019 TENTANG PENGGANTI 1ZIN PENDIRIAN/ 
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM 
KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH 

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN 

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH 

1 Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Darussalam 

2 Nomor Statistik Madrasah 111233122011 

J1. Buludukun No. 1 Pocung 
Desa/Kelurahan Mlokomanis Kulon 

Kecamatan Ngadirojo 
Kabupaten Wonogiri 
Provinsi Jawa Tengah 

3 Alamat Madrasah 

Nama Organisasi 
4 

Yayasan Padepokan Modern Titoti 

Darussalam Penyelenggara 

Akta Notaris Organisasi 

Penyelenggara 

Nomor 12, tanggal 17 Juli 2017 
Ananto Prasetyo Wijanarko, SH, M.Kn 

Pengesahan Akte Notaris 

Organisasi Penyelenggara 

AHU-0010933.AH.01.04.Tahun 2017, 
Tanggal 17 Juli 2017 

KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA 

TERIA ERIANA PROVINSI JAWA TENGAH, AGA 

ANHANI 4NTOR W REPUB JAWA 
IK INDO 
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